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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 9 TAHUN 2014 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. bahwa untuk men ingkatkan tertib administrasi pengelolaan 
barang Daerah perlu dilakukan inventarisasi secara cermat 
terhadap barang-barang milik/dikuasai oleh Pem erintah 
Daerah, barang m ilik Negara yang digunakan Pem erintah 
Daerah, baik milik Departemen Dalam Negeri m au pun milik 
Departemen dan a tau Lembaga lain; 

b . bahwa untuk memperoleh data barang yang muta khir dan 
akurat perlu dilakukan Sensus Barang Daerah melalui 
pencatatan langsung di tempat barang berada sehingga 
diperoleh data barang yang lengkap mengenai jen is, lokasi, 
keadaan dan data lainnya dalam rangka penyusu nan Buku 
Inventaris dan Buku Induk Inventaris; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a dimaksud 
dalam huruf a , dan h u ruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus 
Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikma laya; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan g Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 204 3); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 
Nomor 4286) ; -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara RepublikIndonesia Nomor 4844); 

6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 5234) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia 
Nomor 5495) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 1971 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
N omor 2967); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 
N omor 3643); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 ten tang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milikj Kekayaan 
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Negara dari Pernerintah Pusat Kepada Pernerintah 
Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonorni Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4073); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor ~8 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pem erintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Re ublik Indonesia Nomor 4737) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 0 Nomor 123, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

15. Pe raturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentan g Tata 
Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Sta tus , dan 
Pengalihan Hak atas Rumah Negara; 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Peng8r1aan B8rang / ,Jasa Pemerintah, sebaga;man8 telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 20 11 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standa..risasi Saran a dan Prasarana Kerja 
Pemel"intahan DaeTah, sebagaiman a telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dahun Nef1eri Nomor 1 1 Tahun ').007 

OJ 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja Pcmerin tahan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'rahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment.eri 
DR1Rm Nf':p"f':ri Nomor '/.1 TRhlln '/.011 tf':ntRnp" Pf':f11hRhRn 

~ v 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata eara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan, dan Pemin dahtanganan Barang Milik Negara; 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2012 
tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah; 

22 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2006 ten tang Satuan Polisi Pamon g Praja Kabupaten 
Ta sikmalaya (Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
Tahun 2006 Nomor 11); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm alaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keu angan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2008 
Nomor 4 ); 

24. Pera tu ran Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pem erintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2008 Nomor 4); 

25. eraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 12); 

26 . Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
dan Sekrctariat DPRD Kabupaten Tasikrnalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14); 

2 7 . Pera t'Llran Daerah Kabupaten Tasiklnalaya No .. or 15 T hun 
2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten Tasikrn laya 
(Lemba ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor l S) scbagaimana telch diu bah beberapa kali tcrakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupa ten Ta sikmalaya 8 
Tahu n 2012 tentang Peruba.."lan Kedua Atas Peratu.ran 
Daerah Nomor 15 Tah u n 2008 tentang Dinas Dacrah 
Ka hupaten TasiklTlalayR (Lembaran Daem h Ka bu pa ten 
TasikInalaya Tahun 20 12 Nomm' 15); 

28. Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
2008 ten tang Lcm baga ~ eknis Daerah Kabu paLt.n 
Tasikmalaya dan Kantor Pelayan.an Perijinan Tcrpadu 
KRh llnAtpn T Rsikm R1 RvR (T ,pmh RrRn n RP!'Rh KAh 1JnAtpn 

.l ...I \. .&. 

Tasikmalaya TRhun 2008 Nom or 16); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 

Tahun 2008 tcntang In spch't.orat Kabupatcn T a siiunalaya 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nom or 17) Rebagaimana telah diubah dengan Pera turan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 201 2 



tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 ten tang Inspektorat 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 9); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2011 Nomor 3); 

32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2011 
ten tang Pedoman Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang 
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Per a turan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Da erah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
2. Pem erintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah Daerah; 
3. Bu pati adalah Bupati Tasikmalaya; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ta sikmalaya selaku 

Pengelola Barang Milik Daerah; 
5. Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingka t SKPD adalah 

perangkat daerah selaku pengguna baran g; 
6. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang; 
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 

miHk Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dibeli atau diperoleh atas 
be ban APBD atau berasal dari pcrolehan lainnya yang sah; 

8. Barang Inventaris adalah seluruh Barang yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta 
didaftar dalam Buku lnventaris; 

9 . Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan 
pelaporan hasil pendataan barang milik daerab ; 

10. Sensus barang daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan 
secara khusus dan menyeluruh untuk mcngakuratkan pe1aksanaan 
pcncalaLan SClnua barang milik oa.era.h dan barang Provin::;i ::;erla barang 
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Inventaris milik Negara yang digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Daerah 
dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan 
pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta 
melakukan Verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci 
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya; 

11. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat 
yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik daerah; 

12. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPPKAD Kabupaten Tasikamalaya 
adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah; 

13. Kepala Dina s Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD 
Kabu paten Tasikmalaya adalah Pembantu pen gelola barang milik daerah 
yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang 
m ilik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

14. Pengguna barang adalah Kepala SKPD sebagai pejabat pemegang 
kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah; 

15. Ku a sa pengguna barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang 
d itunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada 
dalam penguasaannya; 

16. Pen gurus barang milik daerah adalah pegawai yang d iserahi tugas untuk 
m engurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan 
kerja perangkat daerah/u nit kerja; 

17. Petugas sensu s Barang Daerah adalah pegawai yang ditunjuk berdasarkan 
Keputusan Bupati yang d iberi tugas u ntu k melakukan sensu s terhadap 
barang milik daerah; 

18. Pen a tausahaan adalah rangkaian kegiata n yang meliputi pembukuan, 
inven tarisasi dan pelaporan barang milik daera h sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

19. Reka pitula s i Hasil Sensus, yang selanju tnya disingka t RHS adalah 
reka pitu la s i jumlah dan n ilai barang hasil sensus; 

20. Kerta s Kerja Inventarisasi, yang selanjutnya d is ingka t KKI adalah kertas 
kerja yang digunakan oleh Tim Sensu s Barang Milik Daerah untuk 
melakukan sensus dengan m embandingkan antara da ta yang ada pada 
catatan den gan kondisi/ fisik yang ada d i lapangan; 

21. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu 
untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja; 

22. Kartu Inventaris Barang, yang selanjutnya disingkat KIB adalah Kartu 
untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau 
kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, 
nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk 
inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu 
belum dihapuskan; 

23. Buku Inventaris, yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan 
data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang 
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inventaris sebagai hasil sensus ditiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara 
serentak pada waktu tertentu; 

24 . Buku Induk Inventaris, yang selanjutnya disingkat BIl merupakan 
gabungan/kompilasi buku inventaris. 

Pasal2 

(1) Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah meliputi kegiatan perhitungan, 
pengurusan, penye1enggaraan, pencatatan data dan pe1aporan barang milik 
daerah. 

(2) Kegiatan sensus Barang Milik Daerah menghasilkan Buku Inventaris untuk 
tiap-tiap SKPD dan dikompilasi menjadi Buku Induk Inventaris (BII) yang 
menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang 
bergerak m aupun yang tidak bergerak. 

(3) Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris yang lengkap, teratur dan 
berkelanjutan mempunyai fungsi da n peran dalam rangka : 
a) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang 

Milik Daerah. 
b) usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara 

maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masin g. 
c) menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. 

(4) Pengguna Barang melakukan sensus barang milik Daerah sekurang­
kurangnya sekali dalam 5 (Lim a) tahun. 

BAB II 
SISTEMATlKA PETUNJUK PELAKSANAAN 

SENSUS BARANG MILIK DAERAH 

Pasa13 

Penyajian petunjuk pe1aksanaan sensus barang milik daerah Kabupaten 
Tasikmalaya disusun dengan s istematika seba gai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN; 

2. BAB II PELAKSANAAN SENSUS; 

3. BAB III KODEFlKASI BARANG DAERAH; dan 

4. BAB IV TINDAK LANJUT HASIL SENSUS. 

BAB III 
lSI DAN URAIAN PETUNJUK PELAKSANAAN 

SENSUS BARANG MILIK DAERAH 

Pasa1 4 

(1) lsi dan Uraian Petunjuk pe1aksanaan sensus barang milik daerah Kabupaten 
Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Petunjuk Pe1aksanaan Sensus Barang Daerah merupakan tindak lanjut 
amanat Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah point VII. 
Penatausahaan angka 7 Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kahupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 29 armali 201 4 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada ta n ggal 28 J anua ri 201 4 

BUPATI TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 20 14 NOMOR 9 
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BAH IV 

TINDAK LANJUT HASIL SENSUS 

Hasil Pe1aksanaan Sensus BMD ditindaklanjuti antara lain dengan: 

a . melakukan penilaian atas BMD yang ditemukan namun belum ada 

nilainyaj tidak wajar nilainya; 

b. penyelesaian aset bermasalah antara lain: 

- Melaksanakan verifikasi tanah yang tidak dilengkapi dengan 

keterangan yang jelas; 

- Melakukan verifikasi peralatan dan mesin yang tidak dapat 

dite1usuri keberadaanny se ta pera la tan dan eSln yang 

disajikan dalam bentuk paket pengadaan tanpa di ert . daftar 

rincian; 

- Penelusuran aset te ap yang diperoleh dari dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) un k SD dan SMP yang belum isajikan 

dalam inventaris; 

- Pene1usuran aset gedung an bangunan yang masih disajikan 

dalam bentuk paket pengadaan; 

- Pene1u suran a s . alan , jarin anJ irigasi dan a set tetap lainnya 

yang tid da at d· · e a skan ke eradaru: ya. 

c. melakukan pengamanan a a s ' se melal i penserti lka n, membuat 

batas yang je1as an perman en se a m m u a p angi a , 
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